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Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksar 
Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; 

BUPATI ENDE, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2015 

TENT ANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE 

NOMOR 10 TAHUN 2016 

BUPATI ENDE 
PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR 

0 z 
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4. Undang-Undang omor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesial 

Nomor 4421); 

2. 
1. Pasal 18 ayat ( 6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

bahwa berdasarkan pertimbang b · · an se agaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Ende Tahun Anggaran 2015. 

b. 

Mengingat: 
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tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokuler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republilq- 

Indonesia Nomor 4502); 

10. 

9. 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahu 2004 · n tentang Penmbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
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Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republilc Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomort 

5165); 

16. 

15. 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 
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21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

310); 
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014 - 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2011 

Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11); 
24. p raturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 15 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014 

Nomor 15); 
25. p raturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2015 

omor 3). 

6 
Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

2 . 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Dae~ 

Kabupaten Ende Nomor 9); 
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227.762.682.470,69} Rp 
920.349.547.820,00 Rp b. Realisasi 

Selisih kurang/ defisit 

2. Selisih realisasi belanja dengan anggarannya adalah Rp. 227.762.682.470,69 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp l.148.112.230.290,69 

Pasal 3 
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 se bagai beriku t : 

1. Selisih realisasi pendapatan dengan anggarannya adalah Rp. 79.451.686.679,48 dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran Pendapatan setelah peru bahan Rp 1.001. 917. 402 .115,00 
b. Realisasi Rp 922.465. 715.435,52 

Selisih kurang/defisit Rp 79.451.686.679,48 

151.194.828.175,69 Rp 

154.694.828.175,69 
3.500.000.000,00 

Rp 
Rp 

• Penerimaan 
• Pengeluaran 

Selisih Lebih /Surplus 

Pasal 2 
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2015 sebagai berikut : 

a. Pendapatan Rp 922.465.715.435,52 
b. Belanja Rp 920.349.547.820,00 

Selisih Lebih /Surplus Rp 2.116.167.615,52 
c. Pembiayaan 
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6. Selisih realisasi pembiayaan netto dengan anggarannya adalah Rp 5.000.000.000,00 d ngan rincian ebagai berikut : 
a. Anggaran pembiayaan netto Rp 146.19 . 28.175 69 
b. Realisasi Rp 151.19 . 2 .175 69 

Selisih lebih/ surplus Rp 5.000.000.000,00\ 

Selisih 5.000.000.000 00 Rp 
b. Realisasi 3.500.000.000 00 Rp 

5. Selisih realisasi pengeluaran pembiayaan dengan anggarannya adalah Rp.5.000.000.000,00 dengan rincian bagai b rikut : 
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp 8.500.000.000 00 

0,00 Rp Selisih le bih / surplus 

4. Selisih realisasi penerimaan pembiayaan dengan anggarannya adalah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai beriku 
a. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp 154.694.828.175,69 
b. Realisasi Rp 154.694.828.175,69 

148.310.995.791,21 Rp Selisih lebih/surplus 

3. Selisih realisa i urplus/defisit dengan anggarannya adalah Rp. 148.310.995.791,21 dengan rincian sebagai berikut : 

a. Anggaran setelah peru bahan defisit Rp 146.194 .828.175,69 
b. Realisasi Rp 2.116.167.615,52 
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a. Ekuitas Awai Rp 1.586. 707.405.356,63 
b. Surplus/Defisit- LO Rp 108.601. 770. 707 ,52 

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Rp c. 
(497.956.503.500!00) Mendasar 

Rp 1.197.352.672.564, 15~ d. Ekuitas Akhir 

Laporan Perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 
Desember tahun 2015 sebagai berikut : 

a. Saldo Anggaran Lebih awal Rp 154.694.828.175,69 
b. Penggunaan SAL Rp 154.694.828.175,69 
c. SILPA Rp 153.310. 995. 791,21 
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 153.310.995.791,21 

Pasal 8 

Pasal 7 
Laporan Peru bahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e dengan tahun yang berakhir sampai 
dengan 31 Desember tahun 2015 sebagai berikut: 

108.601. 770. 707 ,52 Rp 

2.733.944.737,00 
182.677.444,00 

Rp 
Rp 

c. Surplus/Defisit dari kegiatan non Operasional 
d. Pos Luar Biasa 

e. Surplus/Defisit Laporan Operasional 



Qj 
c c co o 
(/) 

§ 
o 
c co 
Ol c 
Qj 

"O 

~ 
·5. 
0 

11 

Lampiran 1.5 

Lampiran I.6 

Lampiran I.7 

Lampiran I.8 

Lampiran I.4 

Lampiran I.3 

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program dan Kegiatan; 

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; 

Daftar piutang daerah; 

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; 

alisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya~ Daftar re 1 

a. Lampiran I 

Lampiran I.1 

Lampiran I.2 

Pasal 10 
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini,terdiri dari: 

Pasal 9 
Catatan atas laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2015 memuat lnfonnasi yang 

dianggap penting agar tidak menimbulkan salah tafsir terhadap penyajian laporan keuangan baik secara kuantitatif maupun 
kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 
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. t pkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Bupati Ende mene a 

l . D erah Tahun Anggaran 2015 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaar{ Pendapatan dan Be anja a 

d Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Anggaran Pendapatan an 

Pasal 12 

Pasal 11 

Lampiran laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari : 

a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VIII; 

b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran IX. 

Laporan Operasional Surplus Defisit Periode 31 Desember 2015. 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Periode 31 Desember 2015. 

Laporan Perubahan Ekuitas Periode 31 Desember 2015. 

Catatan Atas Laporan Keuangan. 

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali 
dalam tahun anggaran berikutnya; 

Neraca Per 31 Desember 2015. 

Laporan Arus Kas Periode 31 Desember 2015. 

Lampiran I.9 

b. Lampiran II 

c. Lampiran III 

d. Lampiran IV 

e. Lampiran V 

f. Lampiran VI 

g. Lampiran VII 
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N ENDE PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR ,o /2016 
DAERAH KABUPATE ~0-lSn'ER PERATURA 

U 2016 NOMOR \ 0 BUPATE ENDE TAH 

2016 p da anggal 

EKRETARI DAERAH KABUPATEN ENDE, 

iund gkan di End 

Ditetapkan di Ende 

pada tanggal !.\ A5 shts 2016 

r BUPATI ENDE/.v 
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Pasal 13 
P ra uran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

gar tiap orang meng tahuin a memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Da rah Kabupaten Ende. 




